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 ABSTRAK 
Pariwisata merupakan salah satu sarana yang dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah. Menjadi kebanggaan pemerinah daerah dan masyarakat, 
apabila dapat di kelola secara maksimal. Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 
Tahun 2017 dalam pengembangan pariwisata  dapat dioptimalkan melalui sarana 
dan prasarana, promosi, pelatihan sumber daya manusia, sehingga membuka 
lapangan usaha baru yang berdampak pada pendapatan masyarakat serta 
Pendapatan Asli Daerah. namun potensi tersebut masih kurang diperhatikan 
pemerintah dan belum maksimalnya Dinas Pariwisata menjalankan tugas.  
Pengembangan pariwisata yang tidak maksimal inilah menjadi dasar 
permasalahan dalam skripsi ini, hingga dirumuskan menjadi rumusan masalah 1. 
bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Derah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. 2. Bagaimana 
pandangan  hukum Islam tentang  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Nomor 03 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan 
Pariwisata. 
 Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research)  dengan 
pendekatan deskriptif analisis.  Pengumpulan data menggunakan wawancara dan 
observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode 
berfikir induktif.  
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui secara sejelas mungkin 
tentang1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang  Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat 2. Penerapan Peraturan Daerah  Nomor 
03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat  
dalam Perspekif Hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan pariwisata oleh 
pemerintah daerah terhadap perkembangan pariwisata di Pesisir Barat maka dalam 
penelitian ini. 
 Berdasarkan  hasil  penelitian di Dinas Pariwisata Pesisir Barat belum 
diterapkan secara maksimal karena hal tersebut disebabkan oleh  disebabkan oleh 
akses jalan dan sarana dan praserana sumber daya manusia yang mengelola 
kurang memadai, kurangnya landasan hukum, masih memerlukan sosialisasi, 
Keterbatasan Anggaran Dana dari pemerintah, Banyaknya tempat wisata yang 
belum di kelola. Sedangkan dalam  penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 
2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dalam perspektif 
hukumIslam boleh selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam. seperti bentuk 
pelayanan misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman 
yang  mengandung  Alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang 
terpisah untuk pria dan wanita. 
  
   
   
   
 MOTTO 
 
 ْنَأ ِساَّنلإ ََْيْب ُْتَُْكََح إَذ
ِ
إَو اَهِلْهَأ َٰلَ
ِ
إ ِتَنَاَمَْلْإ إو ُّدَُؤت ْنَأ ُْكُُرُْمَأي َ َّللَّإ َّن
ِ
إ
 ًيَِصب اًعي َِسَ َنَكَ َ َّللَّإ َّن
ِ
إ ۗ ِهِب ُْكُُظَِعي ا َّمِعِن َ َّللَّإ َّن
ِ
إ ۚ ِلْدَْعلِبِ إوُُكَ َْتَإ 
(ءاسنلإ: ٨٥(  
Artinya : Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha mendengar, 
Maha melihat.1 (Q.S.Annisa : 58) 
 
  
                                                             
1
Departemen Agama. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. An-nissa: 58. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk 
menghindari kesalahan pahaman, maka penulis merasa perlu untuk 
menjelaskan  bebarapa kata yang menjadi judul skripsi yang di maksud 
adalah PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA 
INDUK PENGENBANGAN PARIWISATA PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM. 
Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan  
Pelaksanaan adalah  suatu proses untuk melaksanakan kebijakan sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan teperinci dalam rangka 
penyempurnaan suatu program.
2
 
2. Peraturan daerah 
Peraturan daerah adalah  peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah 
baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3
 
                                                             
2
Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka 
Jakarta,1997), h.951. 
3
Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Kartika Surabaya, Cetakan pertama Juli 
1997), h.241. 
  
 
3. Rencana Induk Pengembangan 
Rencana Induk Pengembangan adalah perencanaan secara menyeluruh, 
atau kegiatan usaha yang akan dilakukan diwaktu tertentu.
4
 
4. Pariwisata 
Pariwisata adalah  keseluruhan  hubungan dan gejala-gejala yang timbul 
dari adanya orang-orang asing dan perjalananya itu tidak bertempat tinggal 
menetap.
5
 Jadi yang dimaksud dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 
adalah  melaksanakan kebijakan serta mengembangkan program yang di 
bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten  Pesisir Barat. 
5. Perspektif Hukum Islam 
Perspektif Hukum Islam  adalah  Seperangat peraturan berdasarkan 
wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 
yang diakui dan  di yakini mengikat untuk semua yang ber agama Islam.
6
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dari judul Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas 
Pariwisata Pesisir Barat) adalah  melaksanakan kebijakan yang dibentuk 
untuk perencanaan secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan untuk 
meneliti serta mengenalisis. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas 
Pariwisata Pesisir Barat. 
                                                             
4
Dapertemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), h.112. 
5
Muljadi A. Pariwisaa dan Perjalanan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.8. 
6
Amir Syarifuddin, Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.9. 
  
 
B. Alasan memilih judul 
Adapun Alasan yang mendorong penulis untuk  memilih judul di atas    
adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas 
dikarnakan penelitian  untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan 
Peraturan Daerah  tentang Rerencanaan Induk Pengembangan Pariwisata 
daerah  Kabupaten  Pesisir Barat. 
2. Alasan Subjektif 
a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas, khusunya 
dilingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yaitu 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 
Perspektif Hukum Islam Referensi yang terkait dengan penelitian ini 
cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam 
menyelesaikan Skripsi. 
b. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang menulis pelajari di 
Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syari Yyah.  
 
C. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan industri pariwisata di suatu negara atau daerah  memiliki 
peran penting dalam pembangunan daerah tersebut. Pariwisata merupakan 
salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan 
  
 
dampak berganda (multiplier effect), baik secara langsung maupun tidak 
langsung, sehingga memberikan keuntungan  terhadap Daerah. Undang-
Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 
kesempatan kepada daerah untuk  mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 
dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah. 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, 
berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan 
pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan 
kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan 
memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan 
pariwisata daerah masing-masing.
7
 
Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah 
sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi 
kewajiban pemerintah pusat  untuk  pengelolaan, namun pembangunan dari 
beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah.pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk 
pembangunan  pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian 
besar telah dilimpahkan, sehingga semua daerah otonom dapat mengambil 
inisiatif  pembangunan. Memutuskan apa dimana dan bagaimana pariwisata 
                                                             
7
Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada,1997), hal. 172. 
  
 
akan  dikembangkan  di daerah yang bersangkutan bersama dengan para 
pihak terkait, dengan  memperhatikan  kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.
8
  
Berdasarkan  hal tersebut, sebagai pedoman dan arahan strategis bagi 
pengembangan pariwisata di daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
telah Menetapkan Peraturan  Daerah Nomor 03 Tahun 2017  tentang Rencana 
Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat, salah 
satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi 
pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih 
wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas 
Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling 
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9
 
Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat 
berpotensi di Kabupaten Pesisir Barat namun  sektor tersebut belum 
mendapat perhatian sungguh sungguh baik dalam pemerintah maupun 
masyarakat. Langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka 
pengembangan sektor pariwisata adalah rencana induk pembangunan 
pariwisata daerah yang akan dijadikan bahan arahan/panduan dalam 
mengembangkan program-program pembangunan pariwisata.  
Kabupaten  Pesisir Barat  memiliki  potensi  pariwisata yang besar 
untuk dikembangkan. Selain potensi dan jenis pariwisata yang beragam, 
                                                             
8
Sunawan, Paradigma Pengembangan  Pariwisata,1997, h. 67. 
9
Siagian, Sondang, Manajemen Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 19. 
  
 
secara geografis letak Kabupaten  Pesisir Barat berada pada jalur pantura 
yang  menghubungkan  dua  kota besar  yaitu  kota Agung  dan  Bengkulu 
serta di wilayah Kabupaten  Pesisir Barat. Pembangunan destinasi pariwisata 
berdasarkan prioritas terdiri dari kawasan unggulan, kawasan andalan, 
kawasan pembangunan dan kawasan potensial.
10
 
Kawasan pembangunan  yang  masuk dalam pengembangan  pariwisata 
di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Rencana Induk Pembangunan 
Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat adalah pembangunan pariwisata yang 
berkelanjutan dengan pengembangan potensi wisata dan sekaligus  konservasi 
perlindungan Alam Pesisir.  namun  pengelolaannya masih dilakukan secara 
tradisional. Tidak mengherankan apabila sarana prasarana penunjang di lokasi 
wisata masih memprihatinkan. Kenyataan menunjukan bahwa kondisi 
pembangunan kepariwisataan itu sendiri dalam perkembangannya masih 
belum optimal. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan di sektor ini belum 
dilakukan secara profesional.
11
 
Berbagai permasalahan seperti pembangunan industri pariwisata, 
kelembagaan dan  pemasaran pariwisata menjadi  kendala tersendiri dalam 
pembangunan  pariwisata.
12
 
 Masih banyak  kekurangan yang menjadi kendala dalam pembangunan 
pariwisata di kabupaten Pesisir Barat pengelolaan   pariwisata di  Kabupaten 
Pesisir  Barat perlu mendapat perhatian serius pemerintah  daerah,  mengingat 
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potensi  sumber daya alam di Kabupaten Pesisir Barat juga tidak  sebanding 
dengan   potensi kekayaan alam daerah   lain di Indonesia yang melimpah.
13
  
Dengan mengembangkan potensi pariwisata masalah   lain yang   menjadi   
kendala dalam rangka pembangunan  pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat  
adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi 
wisata yang kurang  diperhatikan  sehingga berdampak pada kurangnya 
jumlah kunjungan  wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan 
mancanegara (asing).  
Selain  regulasi  Otonomi daerah dan peraturan lainnya, yang menjadi 
acuan   bagi pemerintah daerah  untuk mengembangkan   potensi daerah yang 
dimiliki termasuk potensi pariwisata, adalah dari kesiapan daerah itu sendiri 
untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal 
ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  perlu mengimplementasikan 
pelimpahan tugas dan wewenang dalam otonomi daerah.   Berkaitan  dengan 
hal tersebut maka Perda tentang Rencana Induk Pemgembangan 
Kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memberikan 
arah pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kebijakaan pembangunan 
destinasi pariwisata dengan memperhatikan berbagai faktor keanekaragaman, 
keunikan, dan  kekhasan budaya dan   alam, serta kebutuhan manusia untuk 
berwisata. 
Selain itu, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten 
Pesisir Barat diharapkan dapat menjadi bagian integral dari rencana induk 
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pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi sehingga terjadi pembangunan kepariwisataan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program yang telah 
di rancang dalam rancangan induk pengembangan  pariwisata daerah 
(RIPKD) Pesisir Barat. Maka diharapkan mampu untuk meningkatkan 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, namun dalam 
pelaksanaannya masih banyak hambatan kendala yang dirasakan dalam 
Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Pesisir Barat, 
dinas pariwisata baik kegiatan langsung maupun tidak langsung. Hasil 
penelusuran diawal lapangan maka didapatkan permasalahan dalam 
pelaksanan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir 
Barat oleh Dinas pariwisata kegiatan wisata yang berlangsung selama ini 
kurang terpadu secara sektoral antara pelaku (masyarakat dan pemerintah), 
kurangnya insfrtuktur, kurangnya sarana dan prasarana pendukung 
menyebabkan potensi wisata tidak terealisasi kedalam aktivitas ekonomi dan 
kesejahteraan penduduk lokal. 
Berdasarkan  latar  belakang di atas, penulis tertarik untuk  mengadakan 
penelitian  dengan judul “Pelaksanan peraturan daerah Kabupaten Pesisir 
Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang  Rencana Induk Pengembangan 
Pariwisata Persepektif  Hukum Islam”. 
 
 
 
  
 
D. Fokus Penelitian 
Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih Fokus, sempurna, dan 
mendalam maka penulis memandang  permasalahan penelitian yang diangkat 
perlu membatasi variabelnya, yaitu hanya berkaitan dengan Peraturan  Daerah  
Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan  pariwisata 
Dalam mengembangkan daerah   pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. 
Pelaksanaan Perda Rencana Induk Pengembangan daerah pariwisata karena 
kedua variabel ini paling signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan 
pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.  
 
E. Rumusan Masalah   
Berdasarkan  latar belakang diatas  terdapat   beberapa hal yang menjadi 
pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2017 Rencana Induk 
pengembangan pariwisata daerah Kabupaten  Pesisir Barat ? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam   tentang  pelaksanaan pengembangan  
pariwisata  daerah Kabupaten Pesisir Barat? 
 
F. Tujuan Dan Kegunaan  Penelitian  
1. Tujuan peneliti  
a. Untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Pariwisata Daerah 
Kabupaten  Pesisir Barat sudah  sesuai dengan Perda  Nomor  03 Tahun 
2017. 
  
 
b. untuk mengetahui Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan 
pengembangan pariwisata daerah Kabupaten  Pesisir Barat. 
 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 
sumbangan  pemikiran dalam bidang  ilmu hukum bagi akademisi 
dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum tatanegara. 
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang  ilmu pengetahuan 
khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai kesejahteraan 
masyarakat  yang adil hak bagi warga negara Indonesia. 
 
G. Signifikasi Penelitian  
1. Kegunaan Secara Teoritis  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah 
pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketata negaraan, 
khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. 
b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang pemikiran politik, 
khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan 
Akademis perguruan  tinggi dan sumbangan   pembendaharaan pustaka 
dalam Ilmu Hukum Tata Negara. 
2. Kegunaan Secara Praktis  
a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya 
  
 
b. untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis. 
c. untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar 
Sarjana Hukum di Universitas Islam Raden Intan Lampung. 
 
H. Metode Penelitian  
Untuk mendapatkan  hasil penelitian yang efektif serta efisien dan 
sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode 
ilmiah meliputi: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian. 
a. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian penelitian  lapangan 
(field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan  
mengumpulkan  data dan  informasi  secara langsung  terjun kelapangan 
(daerah tempat penelitian), Dalam hal ini data yang diperoleh dari dinas 
pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu 
suatu metode penelitian dengan mengumupulkan data-data yang 
disusun, dijelaskan dianalisis diinterprestasikan dan kemudian 
disimpulkan. 
 
 
  
 
2. Sumber Data  
Data  adalah  sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 
untuk tujuan tertentu. 
a. Data Primer  
Yaitu  sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik 
melalui wawancara, observasi  maupun  laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
14
 Sumber data primer 
dalam penelitian ini yang dilakukan  di Dinas Pariwisata Kabupaten 
Pesisir Barat. 
b. Data sekunder 
Data sekunder data yang mendukung  sumber data primer 
diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmia, hasil 
penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. 
3. Populasi dan sampel  
Populasi dan sampel menberikan peran penting dalam penelitian, 
agar  memudahkan penulis mentukan metode penelitian ketika dalam 
suatu  penelitian  yang  membahas  permasalahan yang sama dalam 
lingkup luas, dan  memakan banyak waktu apabila dikerjakan  satu  
persatu. 
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a. Populasi 
Populasi adalah  gabungan dari  elemen yang  berbentuk  peristiwa, 
hal atau orang yang  memiliki  karakteristik yang serupa yang  menjadi  
pusat  perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah 
penelitian.
15
 Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian 
adalah: Kepala Dinas Pariwisata (1 orang), Kasubag keuangan (1 
orang), kabid pengembangan  SDM  pariwisata (1 orang ), Kabid 
Pemasaran Pariwisata (1 orang). 
 
b. Sampel 
Sampel  adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan 
bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga 
dimiliki oleh sampel.
16
 Bila populasi besar dan penelitian tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena 
keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat 
memgunakan sampel yanga diambil dari populasi tersebut.
17
 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel 
yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi 
menjadi 2 yaitu  probabilitas sampling dan non probabilitas 
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sampling.
18
 sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah 
menggunakan  non probabilitas sampling dengan teknik sampel yang 
akan dipakai yaitu accidental/ sampling.  Accidental samling adalah 
teknik pengembilan  suatu  sampel  sumber data  dengan  siapa saja 
yang  dijumpai dan terlibat dalam permasalahan  yang  sedang  diteliti 
dan dapat langsung diwawancara.
19
 sampel yang akan digunakan 
dipenelitian ini antara lain : Kepala Dinas Pariwisata (1 orang ), 
Kasubag  keuangan (1 orang ),  kabid pengembangan  SDM  pariwisata 
(1 orang ), kabid  pemasaran  pariwisata  (1 orang ). 
 
4. Metode Pengumpulan Data  
a. Metode interview (wawancara),  yaitu metode pengumpulan data 
dengan melekukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang 
berlangsung  secara lisan dimana dua orang  atau lebih  bertatap 
muka secara langsung mengenai inormasi-informasi atau 
keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai  
adalah  para pihak yang bersangkutan. Dan para tersebut adalah 
Kepala Dinas  dan angota-angota didinas Pariwisata Kabupaten 
Pesisr Barat.
20
 
                                                             
18
Ibid, h, 218. 
19
Amiriddin dan Jainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke -6( 
Jakarta: Raja Wali Pres 2012), h,107. 
20
Ibid, h, 126. 
  
 
b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu 
masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, 
berupa berkas-berkas  yang berhungan dengan topic penelitian.
21
 
 
5. Metode pengolahan data 
Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya  adalah 
mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu  memeriksa apakah data yang 
terkumpul sudah  cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan 
dengan masalah. 
b. Penandaan Data (coding) yaitu  memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber data (buku literature atau Dokumen); 
pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit)  atau  urutan  
rumusan masalah  (maslah pertama tanda A  masalah kedua tanda  B 
dan seterusnya) 
c. Rekontruksi Data (reconstructing) yaitu penyusunan ulang data 
secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan 
diinterpretasikan.
22
 
d. Sistemetisasi data (systematizing) yaitu pemenpatan data menurut 
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 
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6. Metode Analisis Data 
Untuk  menganalisi  data  dilakukan secara  kualitatif yaitu 
prosedur  penelitian yang  menghasilkan data deskriptif  berupa kata-
kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam 
analisis  kualitatif  penulis  juga  menggunakan  metode berpikir 
induktif  yaitu  berfikir  dengan berangkat dari fakta-fakta atau 
peristiwa-peristiwa yang konkri dari fakta-fakta atau pristiwa-peritiwa 
yang khusus  ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
23
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BABII 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengembangan Pariwisata Menurut Islam 
1. Pengertian Pariwisata 
Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang 
terdiri atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, 
berputar-putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan 
atau berpergian. Dengan demikian pengertian dari kata pariwisata berarti 
suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari 
suatu tempat ke tempat lain. Menurut definisi yang luas seperti yang 
dikatakan oleh Spillane.
24
 Pengertian pariwisata merupakan keseluruhan 
kegiatan yang berhubungan dengan  masuk, tinggal dan pergerakan penduduk 
asing didalam atau diluar Suatu Negara, Kota, atau Wilayah tertentu.  
Menurut definisi yang lebih luas, Pariwisata adalah perjalanan dari 
suatu tempat ke tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan 
perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan 
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, 
dan ilmu.
25
    
Pengertian lain yang menyebutkan bahwa Pariwisata adalah suatu 
proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain atau 
keluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai 
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kepentingan, baik karena kepentingan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, Politik 
Agama, Kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin 
tahu, menambah pengalaman maupun untuk belajar. Istilah Pariwisata 
berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan 
tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu 
alasan atau bukan untuk kegiatan menghasilkan upah.
26
 
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam 
menggerakkan perekonomian Indonesia dan menjadi bagian dari 
perekonomian global. Berlangsungnya revolusi 3T, transport, 
telecomunication, tourism,  menunjukkan bahwa kegiatan pariwasata telah 
menjadi  salah  satu  kekuatan yang mampu mempercepat penyatuan dunia 
dalam integrasi ekonomi dan pergerakan  manusia lintas daerah dan bahkan 
lintas negara.
27
 
Menurut Yoeti, pariwisata harus memenuhi empat  kriteria di bawah 
ini, yaitu:  
1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan 
dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu biasanya 
tinggal. 
2. Tujuan perjalanan dilakukan  semata-mata  untuk bersenang-
senang tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang 
dikunjungi. 
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3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara 
asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh 
karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan. 
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.  
Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada 
dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah 
perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus 
dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-
mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.
28
 
a. Dasar Hukum Pariwisata 
Istilah Pariwisata telah dijelaskan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2017 
Pasal 1 Ayat (8), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 
termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha  yang 
terkait  dibidang tersebut.
29
 
Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 
yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
masyarakat, penguaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan 
sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu 
menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan 
membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah 
masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta Negara akan 
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mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya 
dengan rupiah.
30
 
Potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan 
dikembangkan guna menujang pembangunan daerah pada umumnya dan 
pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya 
mengutamakan segi-segi finansial saja, melaikan juga segi-segi agama, 
budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban. 
Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang- 
Undang Kepariwisataan ini hanya menekankan pada perlindungan terhadap 
objek wisata itu sendiri. Hal ini tampak keseriusan pemberian sanksi pada  
pasal 64 yang mengatur bahwa bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan 
melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).  Sementara itu, pelanggaran 
hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administrasi, mulai dari teguran 
tertulis. 
pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha.
31
 
Pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat 
atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara 
memlihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga 
pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 
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mewujudkan keterpaduan dalam menggunakan berbagai sumber daya 
pariwisata mengintegrasi segala bentuk aspek diluar pariwisata yang 
berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.
32
 
b. Aturan Pariwisata 
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area 
tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta 
memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan 
melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. 
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Pesisir Barat yang 
telah dijelaskan secara rinci, yaitu: Pasal 8, yang berbunyi.  
Garis-garis kebijakan umum pengembangan pariwisata daerah adalah 
sebagai berikut:  
a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar 
bangsa. 
b. Mengembangkan taat nilai kehidupan dan budaya daerah. 
c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. 
d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 
pendapatan asli daerah. 
e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.  
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Pasal 9: 
Garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
Kabupaten Pesisir Barat terutama yang bergerak di bidang 
pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan 
kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi. 
b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan 
pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah 
ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah. 
c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Pesisir 
Barat yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai 
dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun 
dipraktikan dan dipelihara. 
d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan 
lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan 
apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku. 
e. Menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan 
wisata nasional dan internasional dengan orientasi 
pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, 
serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai 
pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan 
pasar dengan potensi yang tersedia. 
  
 
f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara 
manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya pariwisata. 
Pasal 10: 
Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi: 
a. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata. 
b. Penetapan zona pengembangan pariwisata. 
c. Pengembangan usaha pariwisata. 
d. Pengembangan sumber daya manusia. 
e. Pengembangan kelembagaan. 
f. Pengembangan fasilitas penunjang. 
g. Pengelolaan lingkungan. 
h. Pengembangan pasar pariwisata. 
Pasal 12: 
Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata: 
(1) Zona pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4   
[empat) zona pengembangan.  
(2) Zona pengembangan pariwisata daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat  adalah sebagai berikut:  
a. Zona 1 Kawasan Tanjung Setia  
b.Zona 2 Kawasan Bengkunat Belimbing dan Pulau Betuah  
c. Zona 3 Kawasan Lemong dan Pulau Pisang  
d. Zona 4 Kawasan Labuhan Jukung dan Krui Selatan.  
  
 
(3) Konsep Zona Wisata Pesisir Barat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), 
 sebagaimana tercantum dalam larnpiran I Peraturan Daerah ini, 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.  
Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari 
awal pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden RI No 9 
Tahun 1969 dimana dalam BAB II Pasal 3 disebutkan bahwa 
“Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat 
suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian 
dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan 
masyarakat dan negara”. 
Sesuai dengan intruksi presiden tersebut, diakatan pula bahwa 
tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah: 
a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan 
pendapatan negara dn masyarakat pada umumnya, perluasan 
kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industri 
penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. 
b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dn 
kebudayaan indonesia.  
c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan 
internasional. 
  
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Kepariwisataan Pasal 11 yang menjadi acuan dalam 
pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria: 
1) Aksebilitas 
2) Amenitas/ fasilitas 
3) Ancillary/kelembagaan daya tarik wisata 
4) Kesiapan masyarakat 
5) Era/trend yang berkembang. 
 
2.   Pengertian PariwisataMenurut Hukum Islam 
Pariwisata Pariwiasata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan 
kata “al-Siyahah, al-Rahlah, dan al- Safar”33 atau dalam bahasa 
Inggrisdengan istilah “ tourism”34 
Secara definisi bearti suatu aktifitas atau kegiatan perjalanan yang 
dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di 
dalam wilayah negara sendiri maupun  negara lain  dengan 
menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang 
diadaka pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi 
keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.
35
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Dari definisi tersebut terlihat penekanannya pada kata perjalanan atau 
wisata dalam kata sensekerta atau dalam bahasa Inggris terkenan 
dengan trevel dan safar dalam bahasa arab. Jika di kaji lebih mendalam 
dari istilah itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak semua mahluk 
yang di jagat raya ini tidak akan telepas dari perjalanan, termasuk 
mahluk terkecil semut sekalipun,  perbedaannya  hanya dari motif 
perjalan itu sendiri, jika semut melakukan perjalanan adalah hanya 
untuk mencari makan, sedangkan manusia biasanya memiliki berbagai 
macam  motif perjalan, ada yang motifnya untuk rekreasi (menikmati 
objek dan daya tarik wisata, baik wisata alam budaya) olahraga, 
mengunjungi sanak saudara, untuk kesehatan pendidikan dan 
sebagainya.  
Definisi pariwisata Islam merupakan kegiatan yang didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 
pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam 
fisilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan 
fasilitas umum lainya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan 
tidak bertentangan dengan nilai nilai Islam. Sehingga masyarakat 
muslimdapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan 
masyarakat dengan leluasa.
36
 
Pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam 
aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan 
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sosial ekonomi. Di dalam muamalah, pandangan agama terhadap aksi 
sosial dan amaliah senantiasa didasarkan kepada makna akidah yang 
disebut naqashidal syari’ah. Menurut Ibnu al-Qaiyim al-Jauziah 
syariah  senantiasa didasarkan kepada maqashidsyar i dan terwujudnya 
kemaslahatan  masyarakat secara keseluruhan baik didunia maupun 
akhirat.
37
 Di samping  tentu juga harus menyeimbangkan antara 
kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), dimana 
menghindari  keburukan jauh lebih baik  dari pada mengambil 
kebaikan.  
 
Dalam kaidah fiqh disebutkan: 
 َجَىلَع ٌم ََّذقُه ِد ِسَافَولا ُأ ْرَدحِلا َصَولا ِبْل   
Artinya: “Menghindari (timbulnya) keburukan (harus) diutamakan 
dari mengambilkebaikan”.38 
 
Sebangun dengan itu, mengambil yang terbaik dari pada yang baik 
harus pula diutamakan. Di dalam kaitan ini maka bila pengelolaan 
sebuah dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka 
pandangan Islam adalah positif Akan tetapi apabila sebaliknya yang 
terjadi, maka pandangan Islam  niscaya akan  negatif terhadap kegiatan 
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wisata itu. Didalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan 
(mafsadat) lebih utama dari pada mengambil kebaikan (maslahat).  
Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia 
kepariwisataan  itu dijalankan dengan  cara yang baik untuk mencapai 
tujuan   yang  baik. Islam akan berpandangan negatif terhadap wisata 
walaupun  tujuan baik untuk   menyenangkan manusia dan masyarakat 
tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan 
syariat, maka hal itu ditolak.  
Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsif 
Islam) apabila: 
1. Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh al-Qur'an dan 
Sunnah. 
2. Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh al-
Qur'an dan  Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
dasar ajaran Islam. 
Pengelolaan pariwisata dalam kontek dunia modern pada hari ini 
kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan 
manajemen modern dengan konsep konsep ajaran Islam dengan batasan 
batasan sebagai berikut:  
1. Tujuan di arahkan untuk memperkokoh iman dan memupuk 
ahlak.  
2. Penyelenggaraannya tidak mempraktekan suatu yang 
bertentangan  dengan  nilai nilai agama dan moral . 
  
 
3. Objek yang disuguhkan  adalah kekayaan alam atau budaya 
murah dan halal untuk di perhatikan . 
4. Sarana dan prasarana pariwisata dapat di mafaatkan sebagai 
media dakwah. 
5. Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak mengubah  
apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.
39
 
Oleh karena itu menjadikan pariwisata seagai sebuah usaha 
peningkat ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu  penyumbang 
bagi pendapatan asli daerah di perolehkan oleh Islam selama tidak 
melanggar  batas halal haram, maka semua komponen mulai  maka 
semua kamponen  mulai dari pihak pemerintah hingga lapisan 
masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain meliputi:  
a. Aktifitas bisnis (Muamalah Madhiyah) dalam mengelola objek 
pariwista tidak di benarkan  menjalankan bisnis, objek wisata 
yang terdapat unsur judi (maisir), ria, dagangan dan bisnis yang 
dilarang lainya. 
b. Bahan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wistawan terjamin 
sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawa tidak merasa takut 
dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau 
merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang 
tidak jelas  haram halalnya. 
                                                             
 
  
 
c. Objek wisata yang di tawarkan adalah objek yang oleh dan 
layak untuk disaksikan. 
d. Pengelolaannya dikaitkan dengan kepentingan seperti peringatan 
atau himbauan yang relegius dan tempat tempat tertentu atau 
membuat brosur brosur yang berisi penjelasan yang bernuasa 
agama.
40
 
Disamping  itu pariwisata juga berperan di dalam pengembangan 
semangat. Rasa dan kesadaran  keberagaaman (religousness) manusia. 
Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disinggung di atas 
merupakan  bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji 
yangmelakukan prosesi dan safari suci Makkah, Arafah, Muzdalifah, 
Mina, dan kembali  ke makkah. Ziarah ke kota dan Masjid Nabawi di 
Madinah dan tempat tempat bersejarah lainnya di sekitar mekkah dan 
Madinah. Perkunjungan ke tempat tempat bersejarah Islam, bersejarah 
Islam, berziarah ke makam-makam para tokoh Islam yang mungkin 
berada di tempat yang jauh, yang mungkin berada di sebuah negara di 
luar negaranya. Dengan ditepatkannya tuntutan pemenuhan rukun yakni 
kewajiban melakukan perjalanan spiritual ke tanah suci Mekkah bagi 
kaum muslim yang telah memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan al-
Qur’an ibadah  merupakan berkunjung  ke Baitullah (Ka’bah)untuk 
melakukan beberapa amalan antara lain: Wakuf, Mait, Thawaf, Sa’i dan 
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amalan lainya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Swt 
dan mengharapkan ridho-Nya.
41
 
Pariwisata yang menjadi rekomendasi oleh Islam adalah pariwisata 
yang berhubungan dengan spiritualitas, berziarah, dan perkunjungan 
ketempat tempat bersejarah Islam, perkunjungan tentang kebesaran 
ciptaan tuhan, seperti pemandangan Alam, Gunung Berapi, Danau dan 
sejatinya. Islam dan kaum muslim resisten terhadap segala jenis 
priwisata yang bertentangan dengan pelanggaran etika, dan morelitas 
Islam seperti misalnya : pariwisata Pantai yang mengarah kepada 
mempertontonkan pakaian mini dan lekuk badan, pariwisata cafe yang 
memajankan minuman beralkohol yang semuanya oleh etika Islam.
42
  
Umat manusia, tidak datang begitu saja, namun Islam sebagai agama 
yang ada datang untuk memberikan kemaslahatan ruang dan waktu. 
Dalam ruang dan waktu, tentu ada  jejak sejarahnya. Islam bukan 
agama buatan manusia, namun  adalah  kalam Allah yang di sampaikan 
kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril untuk kebahagian 
dunia dan akhirat semua aturan, tuntunan terdapat dalam al-Qur’an dan 
Hadis yang dijadikan pedoman inti dalam menapaki kehidupan sebab 
itulah, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat ada tuntunan dan 
tuntunan yang harus dijalankan. Dalam rangka menjalankan ajaran 
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Islam, maka bagi pemeluknya berupaya hukum Islam bisa berjalan dan 
bahkan menjadi budaya suatu negara.
43
 
 
a. Dasar Hukum Pariwisata Menurut Islam 
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berpergian, bahkan 
salah satu ulama Islam yang cukup terkenal bernama Ibnu Batutah, 
adalah salah satu explorer Ukung asal Maroko yang di kenal baik 
didunia barat maupun Islam. dalam bahasa Islam kita mengenal 
istilah hijrah, berpindahnya seseorang (baik secara temporer maupun 
permanen) dari suatu tempat ke tempat yang lainya yang lebih baik, 
karena dalam hijrah setidaknya ada tiga manfaat. Mendapatkan Ilmu 
yang baru, mendapatkan saudara yang baru dan terbukanya 
pinturezeki. karena hakikatnya Allah SWT sengaja telah 
menciptakan manusia dengan  beragam suku dan budaya untuk 
saling mengenal, memahami budaya masing-masing untuk kemudian 
memuka pikiranya untuk kian bertakwa kepadanya. Dalam surat al-
Ankabut ayat 20 Allah SWT berfirman: 
 ُق ْل  ِس ْي ُز  ْاو ِضْر َْلْا ِيف ُي ُالله َُّنث َقْلَخْلا َأََذب َفْيَك ْاو ُُزظًْ  َاف ٌِ ِش ُئ  ٌَّلا ْش َأ  َة  َْلْا ِخ َز َة  
 ِإ َّى  َلل  َع َل ُك ى  ل  َش ْى  ء  َق ِذ ْي َ ٌز  
Artinya: “katakanlah,berjalanlah dimuka bumi dari permulaanya, 
kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu”(Q.S Al Ankabut (29): 20). 
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Dalam surat diatas Allah SWT juga mengisyaratkan untuk berjalan 
dimuka bumi sebagai lahan yang telah Allah harapkan bagi manusia untuk 
di jelajahi, dan di pelajari untuk kemudian di ambil hikmahnya. Dan setiap 
non-muslim jadi sadar dengan keagungan tuhan, lebih mengenal Islam 
sebagai agama yang damai dan rahmatanlilalamin. Dalam al-Qur’an 
banyak dijelaskan tujuan berwisata antara tujuan tujuan tersebut adalah: 
a. Mengenal Sang Pencipta dan Mengingatkan Nilai Spiritual 
Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan 
tujuan utama, adalah untuk mengenal Tuhan.dalam berbagai ayat 
Al-Qur’an, Allah SWT menyeru manusia untuk melakukan 
perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai penomena dan 
penciptaan alam. 
Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu 
untuk mengenal berbagai ciptaan Allah SWT. Perjalanan wisata seperti 
ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan memerangi hati, 
membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. 
Penegasan hal ini diperkuat firman Allah SWT dalam Al-Quran:  
 
 
 
 
  
 
 َأ َو  َل ْن  َي ِس ْي ُز  َو ْا ِف َْلْا ي ْر ِض  َف َي ٌَ ُظ ُز و َكا ْي َف  َك َىا  َع ِق َب ُت  َّلا ِذ ْي َي  ِه ْي  َق ْب ِل ِه ْن  َك ًُا ْى  َأا  َش َّذ 
 ِه ٌْ ُه ْن  ُق َّى  ة  َو َأ َث ُرا ْو  ْا َلْا  ْر َض  َو َع َو ُز ْو  َه ا َأ  ْك َث َز  ِه َّو َع ا َو ُز ْو َه َو ا َج َء ا ْت ُه ْن  ُر ُس ُهل ْن  ِب ا
 ْل َب  ي ٌَ ِت  َف َو َك ا َىا  ُالله  ِل َي ْظ ِل َو ُه ْن  َو َل ِك ْي  َك ًُا ْى ْا  َأ ًْ ُف َس ُه ْن  َي ْظ ِل ُو ْى َى  
Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan 
dimuka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) 
oleh orang orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat 
dari mereka(sendiri) dan telah mengelola bumi (tanah) serta 
memakmurkanya lebih banyak dari apa yang telah datang kepada 
mereka rosul-rosul mereka dengan membawa bukti-bukti yang 
nyata.maka Alloh sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka,akan 
tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri”. (Q.S Ar Rum 
(30):9) 
 
Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan mengali 
potensi wisata Sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peningkatan lainya. 
Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya. 
a) Berbisnis, memuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan 
potensi daerah. 
Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk 
berniaga dan berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah 
satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari 
penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah 
satu yang di anjurkan. Beragai ayat dari riwayat Islam menunjukan 
pujian kepada usaha perekonomian yang sehat, sebangaimana 
ibadah-ibadah lainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-
Quran: 
  
 
                   
     
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung.”. 
(Q.S Al-Jumu’ah (62):10) 
 Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum muslimin 
melakukan perjalanan keberbagai penujuru dunia untuk berdagang 
mencari penghasilan, yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa 
melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar keberagai 
penjuru dunia, termasuk Indonesia. potensi daerah dalam 
menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat di kembangkan 
melalui program Pemerintahan Daerah, dengan meningkatkan usaha 
kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak 
dan cocok denganpengembangan daerah. 
 
a) Menambah Wawasan keilmuan 
Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang 
membuat pariwisata berkemang dalam budaya Islam. Sejak masa 
munculnya Islam,  agama mulia ini telah memotivasi umatnya 
untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negri yang jauh. Salah satu 
penyebab tumbuh dan berkembangnya peradapan Islam adalah 
perjalanan pariwisata. 
 
  
 
b) Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati 
Tujuan lain dari Dorongan Islam terhadap umatnya untuk 
melakukan perjalanan wisata, adalah untuk memdapatkan 
kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. 
Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan 
ketenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraihdengan cara 
melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. 
Menyaksikan berbagai ciptaan tuhan yang indah, seperti Gunung-
Gunung yang menjulang tinggi, Sungai-Sungai yang mengalir deras, 
Mata Air yang jernih, atau Hutan-Hutan yang hijau dan Laut yang 
penuh Ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran 
dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan Iman pada sang 
Khaliq.
44
 
Sebagai mana dijelaskan diatas,menciptakan bentuk pariwisata 
yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktek-praktek 
pariwisata dengan aturan-aturan jaran Islam. Sektor Pariwisata sebagai 
sebuah mu’amalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada 
praktek-praktek yang terlarang didalamnya. 
Sebagai sebuah mu’amalah yang mubah (dibolehkan) maka sektor 
pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana 
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yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata 
dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keseimbangan dan 
ketaqwaan serta tercapai nilai-nilai kehidupan yang luhuran tinggi. 
 Untuk maksud tersebut maka diperlukan perhatian yang 
proposional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini 
merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup 
berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya 
adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan diatas, maka 
pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Nilai-nilai luhur menjadi amat penting sebagai motivator dan 
sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. 
b. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, Kebersihan, Kesantunan, 
Kesabaran, Keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan 
bagi masyarakat. 
c. Para pekarsektor wisata seperti sopir angkutan wisata, 
interpretor, pemandu wisata, trevel agen, Taour leader 
(pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainya pada dasarnya 
merupakan representasi percerminan apakah agama berperan 
terdapat pengembangan wisata yang ideal. 
d. Objek wisata yang memberikan dampak  nilai-nilai spiritual 
yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan 
semakin diperkaya di samping objek lainya. 
  
 
e. Fasilitas, Perlengkapan, Peralatan, Akomodasi Dan Konsumsi. 
Pada setiap tempat objek wisata hendaknya disamping 
dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, 
seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat Ibadah serta 
tersedia air untuk berwudu yang bersih dan memadai.
45
 
b.  Aturan wisata menurut Islam 
Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang 
mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud  
yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, 
sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif 
bagi masyarakat. Di antara hukum- hukum itu adalah.
46
 
1. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat 
tertentu kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah R.A 
sesungguhnya Nabi sallallahu’alai wa sallam bersabda: 
 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِلوُسَّرلا ِدِجْسَمَو ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدِجاَسَم َِةثلاَث ىَِلإ لاِإ ُلاَحِّرلا ُّدَشُت لا
ىَصْقَلأا ِدِجْسَمَو َمَّلَسَو 
Artinya:  Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke 
tiga masjid,Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah sallallahu’alaihi wa 
saalam dan Masjidil Aqsha (HR. Bukhari dan Muslim). 
 
Hadis ini menunjukan akan haramnya promosi wisata yang 
dinamakan wisata Religi ke selain tiga Masjid, seperti ajaran 
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mengajak wisata Ziarah Kubur, menyaksikan tempat-tempat 
peninggalan kuno, terutama peninggalan yang digunakan manusia, 
sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan 
yang membiasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengunjungan 
pada tempat tertentu dengan menunaikan Ibadah didalamnya 
sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tadi. Maka 
tidak dibolehkan memulai perjalaan menuju tempat suci selain tiga 
tempat ini. 
 Hal ini bukan  bearti dilarang mengunjungi Masjid-Masjid yang 
ada di negara Muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, 
bahkan dianjurkan. kalau ada tujuan lain dalam Safar, lalu diikuti 
dengan berkunjung ke Masjid, maka tidak mengapa. Bahkan 
terkadang diharuskan menunaikan Shalat Jum’at dan Shalat 
berjemaah. Yang keharamannya lebih berat adalah apabila 
kunjungannya ke tempat-tempat Suci agama lain. Seperti pergi 
mengunjungi Vatikan atau Patung Budha atau lainya yang serupa. 
Peralanan jauh atau Safar yang dilarang ialah Safar untuk mencari 
berkah atau Ibadah di tempat tertantu, yang semata-mata karena 
tempat tersebut.  
Semua perjalanan yang dilakukan dengan niat tersebut adalah 
haram, kembali ke masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid 
Aqsha. Sedangkan safar yang  di lakukan tampa ibadah di tempat 
tertentu tidaklah termasuk dalam hadist ini, akan tetapi 
  
 
hukumannya tergantung tujuan safar itu sendiri, sebab pada 
dasarnya safar adalah sesuatu yang di bolehkan dalam agama. 
Pariwisata dengan demikian mempunyai peranan yang amat luas 
didalam kehidupan manusia.  
Akan tetapi wisata yang menyimpang dari norma yang ideal 
haruslah disingkirkan seperti wisata yang hanya menekankan 
kepada Sun, Sand, Sea, Smile And Sex (Matahari, Pasir Pantai, dan 
Seks) wisata hiburan yang mengarah kepada eksplorasi dan 
eksploitasi seks dan wanita dan pria yang mengutamakan 
kesenangan fisik yang rendah bersifat hedonistik dan erotik untuk 
kepuasan lahiriah dan naluriah hewaniah, inilah yang menjadi 
malapetaka. Bila jenis wisata ini berkembang,  maka pada 
ujungnya akan menumbuahkan penyalahgunaan obat terlarang dan 
bahkan menjadi sarang berkembangan HIV dan Aids.  
2. Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seseorang Muslim ke 
negara kafirsecara umum. Karena berdampak buruk terhadap 
agama dan ahlak seorang muslim, akibat tecampur dengan kaum 
yang  tidak  mengindahkan agama dan ahlak. Khususnya apa bila 
tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, 
berdagang Cuma sekedar bersenang-senang atau rekreasi. 
Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memliki 
keindahan penciptaan-nya, sehingga tidak perlu pergi kenegri 
negara orang kafir. Syekh Shaleh Al-Fauzan Hafizzhullah berkata: 
  
 
“Tidak boleh safar ke negri kafir, karena ada khawatiran 
terhadap akidah, akhlak, akibat  tercampur  dan menetap di tengah 
orang kafir dianatara mereka. Akan tetapi kalau ada peluang 
mendesak dan tujuan yang benar untuk safar kenegara mereka 
seperti safar untuk berobat yang tidak ada dinegaranya  atau safar 
ntuk belajar yang tidak dapatkan di negara muslim atau safar untuk 
berdagang, semuanya ini adalah tujuan yang benar, maka di 
bolehkan safar kenegara kafir dengan syarat menjaga syiar 
keislaman memungkinkan melaksanakan agamanya dinegri 
mereka”. 
Hendaklah seperlunya, lalu kembali ke negri Islam. Adapun 
kalau safarnya hanya untuk wisata, karena tidak dibolehkan. karena 
seorang muslim tidak membutuhkan hal itu serta tidak ada manfaat 
yang sama atau yang lebih kuat diandingkan dengan bahaya dan 
kerusakan pada agama dan keyakinan. 
3. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam 
  melarang wisata ketempat-tempat rusak yang terdapat minuman 
keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti dipinggir pantai 
yang bebas dan acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. 
Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan Bid’ah. 
Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan 
maka ingin terjerumus (kedalamnya) dan angin duduk dengan yang 
melakukan itu. 
  
 
 Para ulama dalam Al-Lajnah ad-Daimahm, mengatakan : “Tidak 
diperkenankan berpergian ditempat-tempat kerusakan untuk 
berwisata”.  Karena hal itu mengundang bahaya kepada agama dan 
akhlak. Karena ajaran Islam datang untuk menutup peluang  yang 
merumuskan kepada keburukan. Bagaimana dengan wisata yang 
mengantarkan kemaksiatan dan prilaku tercela, lalu kita ikut 
mengatur, mendukung dan menganjurkanya?  Para ulama Al-
Lajnah Ad-Daimah juga berkata: “Kalau wisata tersebut 
mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan 
kemungkarandan mengajak kesana, maka tidak boleh bagi seorang 
muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir  membantu 
untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah  dan menyalahi 
perintahnya”. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena 
Allah, maka Allah akanmengganti yang lebih baik dari itu. 
4. Tidak boleh juga wanita berpergian tampa mahram. Para ulama 
telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umrah 
tampa mahram. Bagaimana dengan safar untuk wisata yang 
didalamnya banyak tasahul (mempermudah masalah) dan campur 
baur yang diharamkan. 
5. Adapun mengatur wisata untuk orang kafir  dinegara Islam, 
asalnya dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh 
pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai 
keluar. Akan tetapi keberadaannya dinegara Islam  harus terikat 
  
 
dan dan menghomati agama Islam, akhlak umat Islam dan 
kebudayaanya.   
Dimanapun dilarang mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh 
orang Islam dengan batil.  Mereka juga tidak boleh keluar kecuali 
dengan penampilan sopan  dan memakai pakaian yang sesuai di 
negaranya dengan terbuka dan tampa baju. Mereka bukan sebagai 
mata-mata atau spionase untuk negaranya. Yang terakhir  tidak 
diperbolehkan berkunjung kedua tempat suci: Mekkah  dan 
Madinah.
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B. TINJAUAN PUSTAKA 
Setelah peneliti melakukan telaah terhadap penerapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki   keterkaitan dengan penelitian yang peneliti 
lakukan . 
 Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah 
penelitian yang diakukan oleh Ika Nur Afni (2015) yang berjudul “ 
Implementasi Kebijakan Pengembangan PariwisatadiKabupaten 
Wonosoo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di 
Kabupaten Wonosobo serta mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
48
 
 Skripsi kedua yang berjudul:“Upaya pemerintah kota singkawang 
dalam mengembangkan obyek wisata”karya Mardianto  Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya  malang. skripsi ini mengkaji 
perlunya menggali potensi pariwiata yang layak untuk dikembangkan 
secara serius guna mendatangkan hasil yang positif  bagi pembangunan 
sarana dan prasarana, dan meningkatkan koordinasi dengan dinas lain 
serta pihak swasta.
49
 
 Skripsi yang berjudul“Implementasi strategi Dinas Pariwsata 
Kaupaten Bantul Dalam Meningkatkan Retriusin Pariwisata Dalam 
Rangka Menunjang Pendaptan Asli Daerah Tahun 2005-2006”  karya 
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Lennni Rina Kurnia Skripsi mengkaji mengenai strategi-strategi yang 
dilaksanakan Dinas Pariwista Kaupaten Bantul dalam mengangkat 
pendapatan Asli Daerah dari penerimaan retrebusi pariwisata.
50
 Jadi 
dari tugas skripsi saya tersebut  dengan skripsi ini tidak sama 
walaupun sama sama membahas tentang pariwisata. 
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